WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan
pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota
Padang Panjang berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota  tentang  Pengelompokan  Kemampuan
Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
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2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Kota Padang Panjang.

4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi
suatu daerah untuk menentukan kelompok
Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan
besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan
Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.

7. Pimpinan...
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7. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota
Padang Panjang yang terdiri atas ketua dan wakil-
wakil ketua.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga)
kelompok, yaitu:

a. tinggi;

b. sedang; dan

c. rendah.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung
berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah
dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil
negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah,
dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta
tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan
Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua)
tahun anggaran sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 dan
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2020
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan bagi

daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:

a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh
milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan
Keuangan Daerah tinggi;

b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah)
sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima
puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada
Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar
rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan

Daerah...
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Daerah rendah.

BAB III
PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No URAIAN Realisasi 2019 (Rp)
I | Pendapatan Umum Daerah
Pendapatan asli Daerah 77.323.150.456,49
Dana alokasi umum 390.319.648.000,00
Bagi hasil 30.883.439.840,00
Jumlah 498.526.238.296,49
II | BELANJA ASN

Gaji pokok PNSD 98.838.217.993,00
Tunjangan keluarga 9.409.055.442,00
Tunjangan jabatan 4.444.886.167,00
Tunjangan fungsional 5.276.480.500,00
Tunjangan fungsional 1.777.985.000,00
umum

Tunjangan beras 5.107.466.612,00
Tunjangan pph 167.566.503,00
Pembulatan Gaji 1.467.733,00
Tambahan Penghasilan 100.474.265.316,00
Jumlah 225.497.391.266,00
PUD- Belanja ASN 273.028.847.030,49

Pasal 7

Berdasarkan penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kemampuan
Keuangan Daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun
2021 termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan
Daerah rendah.

Pasal 8

(1) bagi daerah dengan kelompok Kemampuan Keuangan
Daerah Rendah, Pemberian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali
uang representasi ketua DPRD

(2) bagi daerah dengan kelompok Kemampuan Keuangan
Daerah Rendah, dana operasional bagi ketua DPRD
dan Wakil Ketua DPRD diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Dana Operasional ketua DPRD disediakan paling
banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
b. Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing

disediakan...
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disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima kali)
jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1
Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang
Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 42



